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BVPATI BARRU 

PROVllfSISULAWESISELATAN 

PERATUHAN 

NOMOR 9 
BVPATIBARRU 

TAHUN :1016 

TENTANG 
SISTEM AKUJIITANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UIIUM DAERAH 

PADA RUMAH BAKIT UMUM DAERAII 
KABVPATEN BARRU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IIAHA EBA, 

BUPATI BARRU, 

Meul.m.bang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan 
Mentcri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Baclan Layanan 
Umum Daerah bahwa Badan Layanan Umum Daerah 
mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan 
berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk 
Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan dan 
ditetapkan oleh Kcpala Daerah dengan Peraruran Kepala 
Daerah; . 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
huruf a, pcclu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistcm 
Akuntansi Keuangan Badan La.yanan Umum Daerah pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barnt; 

llengjnpt 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Pcrbcndaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
PengeloJaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

- 

ten tang 
Republik 

Lembaran 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tcntang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerint.ah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah {Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Pera.tu.ran Pcmerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik: Indonesia Nomor 4503); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagi.an Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pcmerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Pcraturan Prcsiden Nomor 
Pengesahan, pengundangan 
Perundang-undangan; 

1 Tahun 2007 tentang 
dan Penyebarluasan Peraturan 



13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tent.ang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 
tentang Pedoman Akunt.ansi dan Pelaporan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 

MEMlITUSKAN : 

llenetapkan : PERATURA!f BUPATI TEIITAJIO SISTBII AKUIITAJISI 
KEUAJIOAJI BADAJI LAYAJIAJI UIIUII DAERAH PADA 
RUMAH SAKIT UIIUII DAERAH KABUPATEN BARRU. 

BABI 
KETENTUAJI UIIUII 

Pua! 1 
Oalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Barru 

3. Bupati adalah Bupati Barru. 

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupatcn Barru. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Banu. 

6. Sadan Layanan Umum Dacrah pada Rumah Sakit Umum 
Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan 
Kerja Pcrangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupa.ten Barru yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

7. Standar Akunta.nsi Keuangan yang selanjutnya disingkat 
SAK adalah prinsip akuntansi yang ditctapkan olch lkatan 
Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan 
mcnyajikan Iaporan kcuangan suatu entitas usaha. 



8. Standar Akuntansi Pemeri.ntah yang sclanjutnya disingkat 
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 
dalam menyusun dan menyajikan Japoran keuangan 
pcmerintah. 

9. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah yang sclanjutnya disingkat SAK BLUD adalah 
scrangkaian proscdur manual maupun yang 
tcrkomputerisasi mulai dari proses pcngumpulan data, 
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan 
keuangan Sadan Layanan Umum Oaerah. 

10. Laporan Keuangan adalah bentuk pcrtanggungjawaban 
Badan Layanan Umum Daerah at.as pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan 
Realisasi Anggaran, Ncraca, Laporan Opcrasional, Laporan 
Arus Kas, dan Cata.tan atas Laporan Kcuangan. 

l l. Ncraca adalah laporan yang mcnyajikan infonnasi posisi 
kcuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu aset, utang 
dan ek.uitas dana pada tanggal tertentu. 

12. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang 
menyajikan informasi realisasi pendapatan, bclanja, 
transfer, surplus/dcfisit dan pcmbiayaan, sisa 
lebih/kurang pcmbiayaan anggaran yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu period.e. 

13. Laporan Operasional adalah laporan yang mcnyajikan 
infonnasi jwnlah pcndapatan dan biaya Badan Layanan 
Umum Daerah selarna pcriode tertentu. 

14. Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan 
informasi leas masuk. dan leas keluar selama period.e 
tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 
opcrasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pcmbiayaan. 

15. Cata.tan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang 
menyajikan informasi tentang pcnjelasan atau daftar 
tcrinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 
Operasional, dan Laporan Arus Kas dalam rangka 
pengungkapan yang mcmadai. 

16. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar 
yang ditetapkan dan disusun secara sistcmatis untuk 
memudahkan perencanaan dan pclaksanaan anggaran, 
serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. 

17. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data 
keuangan yang di proses dcngan 
sistem/ subsistem yang berbeda bcrd.asarkan 
sumber yang soma. 

transaksi 
beberapa 
dokumen 
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BABU 
BTAJO>AR AXUJITAJIIII KEUAJIGAJI BADAJf LAYAJfAJf U1W11 

DAERAII 

Pual2 

(1) Badan l..ayanan Umum Oaerah mcnyelenggarakan 
akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi 
Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. 

(2) Penyelenggaraan akuntansi clan laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mcnggunakan basis 
akrual bailc dalam pengakuan pcndapatan, biaya, aset, 
kewajiban dan ekuitas dana. 

BABW 
818TEII AXUJITAJIBI KEUAJIGAlt BADAJf LAYAJfAJf U1W11 

DAERAII 

Pual3 
Setiap transaksi keuangan Badan l..ayanan Umum Daerah 
harus diakuntansilcan dan dokumen pendukungnya dikelola 
secara tertib. 

Pual4 
Periode akuntansi Badan Layanan Umum Daerah meliputi 
masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal I Januari sampai 
dengan 31 Desember. 

PualS 
(1) Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan 

menerapkan sistem akuntansi kcuangan dengan 
berpedoman pada standar akuntansi keuangan. 

(2) Badan Layanan Umum Daera.h menyelenggarakan Sistem 
Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

(3) Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum 
Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diselenggarakan secara manuaJ dan/atau komputerisasi. 

Pual6 
(1) Sistem akuntansi keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Sistem 
Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

(2) Sistem akuntansi keuangan Badan La.yanan Umum Daerah 
memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: 
a. basis akuntansi yang digunakan untuk pengelolaan 

keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah basis 
akrual; 

b. aistcm akuntansi dilaksanakan 
pembukuan berpasangan; dan 

dengan sis tern 



c. sistem akuntansi Badan Layanan Umum Daerah disusun 
dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal 
sesuai praktik bisnis yang sehat. 

Paaal 7 
Sistem akuntansi keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akunta.nsi dan 
bagan akun st.a.ndar. 

Paaal 8 
(1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

digunakan sebagai dasar dalam penga.kuan, pengukuran, 
pcnyajian dan pcngungkapan aset, kewajiban, ekuitas 
dana, pendapatan dan biaya. 

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disusun dan ditetapkan oleh pimpinan Badan Layanan 
Umum Daerah. 

Paaal 9 
(1) Prosed.ur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

meliputi: 
a. proscdur akuntansi pcnerimaan leas; 
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; 
c. prosedur akuntansi aset tetap; dan 
d. prosedur akuntansi selain leas. 

(2) Proscdur akuntansi penerimaan kas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian 
proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai 
dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 
penerimaan leas dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah yang d.ilalrukan dengan menggunakan manual 
dan/atau aplikasi komputer. 

(3) Prosedur akuntansi pengeluaran leas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian 
proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai 
dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 
pengeluaran kas dalam ra.ngka pertanggungjawaban 
pelaksanaan pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum 
Daerah yang dilakukan dengan menggunakan manual 
dan/ a tau aplikasi komputer. 

(4) Prosedur akuntansi asct tetap scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c meliputi pencatatan dan pelaporan 
akunt.a.nsi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, 
perubahan klasiflka.si, dan penyusut.a.n terhadap aset tetap 
yang dikuasai/ digunakan Sadan Layanan Umum Daerah. 

(5) Prosedur akuntansi selain leas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d meliputi serangkaian proses mulai 
dari pcncatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan 
keuangan yang berkaitan dengan semua transa.ksi atau 
kejadian selain kas yang dapat dilakukan dengan 
menggunakan manual dan/ atau aplikasi komputer. 
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(6) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/ atau 
kejadian daJam prosedur akuntansi scbagaimana dimaksud 
pad a ayat ( l) mencakup: 
a. buku jurnal khusus pendapatan; 
b. buku jurnal khusus penerimaan kas Sadan Layanan 

Umum Daerah; 
c. buku jumal khusus pengeluaran Anggaran Pcndapatan 

dan Belanja Daerah; 
d. buku jurnal khusus pengcluaran Sadan Layanan Umum 

Daerah; 
e. buku jurnal khusus pemotongan pajak; 
f. buku jurnal khusus penyctoran pajak; dan 
g. buku jurnal umum. 

Pual 10 
(I) Bagan akun standar merupakan daftar perkiraan buku 

besar yang ditctapkan dan disusun sccara sistcmatis untuk 
memudahkan pcrencanaan, penganggaran, pelaksanaan 
anggaran, scrta akuntansi dan pelaporan keuangan. 

(2) Bagan akun scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kode akun neraca dan kode akun laporan operasional. 

(3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kodc 
akun ekuitas dana. 

(4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode 
akun beban/biaya. 

BABIV 
PELAPORAII KEUAJl'GAJI' BADAJI' LAYAJl'All' UIIUM DAERAH 

Pual 11 
Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan 
dan kegiatan pelayanan, Badan Layana Umum Daerah 
mcnyusun laporan kcuangan yang mcliputi: 
a. Neraca; 
b. Laporan Operaeional: 
c. Laporan Realisasi Anggaran; 
d. Laporan Arus Kas; dan 
e. Catatan atas Laporan Kcuangan. 

Pua] 1:11 
( 1) Setiap triwulan Badan Layanan Um um Daerah menyusun 

dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus 
kas kepada Pejabat Pcngclola Keuangan Daerah (PPKD), 
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan 
berakhir. 
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(2) Setiap scmcstcran dan tahunan Badan Layanan Umum 
Dacrah wajib mcnyusun dan menyampaikan laporan 
kcuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai 
laporan kincrja kepada Pcjabat Pcngelola Keuangan Oaerah 
untuk d.ikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan 
pemerintah dacrah, paling lambat 2 (dua) bulan sctclah 
periode pelaporan berakhir. 

BABV 
PELAPORA!f KEUAllGAll BADAlf LAYAlfAlf U11U11 DAERAH 

UIITUK TUJUAll KOKSOLIDASI 

Paa! 13 
(I) Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Laporan 
Kcuangan Rumah Sakit Umum Daerah. 

(2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan Badan 
Layanan Umum Dacrah dengan Laporan Kcuangan 
Pcmerintah Oaerah, Badan Layanan Umum Dacrah 
menyampaikan La.poran Keuangan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pcmcrintah sctiap semester dan tahunan. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Ncraca dan 
Cata.tan atas La.poran Keuangan scsuai dcngan St.a.ndar 
Akuntansi Pemerintah dilampiri dengan Laporan Keuangan 
yang scsuai dcngan Sistem Akuntansi Kcuangan. 

BAB VI 
REVIEW DAii AUDIT 

Paa! 14 
(1) Laporan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum 
diserahkan kepada cntitas pelaporan direview oleh satuan 
pengendalian internal. 

(2) Dalam ha! tidak terdapat satuan pengendalian internal, 
review dilakukan olch Inspektorat. 

(3) Review dilaksanakan secara bersamaan dengan 
pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Kcuangan 
Badan La.yanan Umum Daerah. 

Paa! 15 
Laporan keuangan Badan Layanan Umum Dacrah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit oleh pemeriksa 
eketemal sesuai dcngan peraturan pcrundang-undangan. 

�--- .. ----····-----· -· -··- 



BAB VD 
KBTEIITUAlf P-Ell�o�·• ,-noup 

Paal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Bcrita Daerah Kabupaten Barru 

' . 

Diundangkan di Barru 
pada tanggal 4 .:i,n,.,,ri 

Ditetapkan di Barru 
pada tanggal '1 :l>=<i :>olG 

�- BtlPATI BARRU, f 

t A.II. Y Allllf 

SEKRETARIS DABRAH KABUPATEII BARRU, 

IIASRUDDIII ABDUL llllTALLIB 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 9 NOMOR 


